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Abstract. The purpose of this research was to find out how the legal certainty the restitution 

of victims for criminal acts of trafficking in Indonesia and how the application of restitution 

in judicial practice. By using the normative legal research method, it is concluded that: 1. 

The law has guaranteed legal certainty in the provision of restitution rights for victims of 

TPPO through the authority of law enforcement officials starting from the stages of 

investigation, prosecution and judges' decisions. Legal Certainty of Restitution for Victims 

of Crime in Trafficking in Persons in Indonesia is still dependent on the Court. Practically, 

what happens in the jurisdiction of the Decision of the Garut District Court Number 

187/Pid.Sus/2018/PN.Grt, there is no right of restitution including in the ruling that has 

permanent legal force on the case of the Criminal Eradication of Trafficking in Persons. 2. 

Restitution of victims for trafficking in persons according to Law Number 21 of 2007 

concerning Eradication of Crime in Trafficking in Persons, is compensation for victims/heirs 

charged to perpetrators of crimes based on court decisions that has permanent legal force 

for material losses and / or immateriality suffered by the victim or his heirs. Restitution as 

refer to the form of compensation for: loss of wealth or income; suffering; fees for medical 

and / or psychological care measures; and / or other losses suffered by victims as a result 

of trafficking in persons. Provision of restitution carrying since the decision of the first court 

was dropped. Restitution is carrying within 14 (fourteen) days.  
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Abstrak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian 

hukum restitusi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Bagaimana 

penerapan restitusi dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian 

hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Undang-undang telah menjamin adanya kepastian 

hukum terhadap pemberian hak restitusi bagi korban TPPO melalui kewenangan aparat 

penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan putusan hakim. Kepastian 

Hukum Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia masih tergantung 

kepada Pengadilan. Pada praktiknya yang terjadi di wilayah hukum Putusan Pengadilan 

Negeri Garut Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN.Grt, tidak ada hak restitusi dicantumkan dalam 

amar putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Tindak Pidana Pemberantasan 

Perdagangan Orang.  2. Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Perdagangan Orang, merupakan pemberian ganti rugi kepada korban/ahli waris yang 

dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli 

warisnya. Restitusi sebagaimana dimaksud berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan 

atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; 

dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Pemberian 

restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pemberian 

restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari.  

 

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Kepastian Hukum, Restitusi 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Praktik perdagangan orang merupakan 

tindak kejahatan kemanusiaan yang 

bertolak belakang dengan ajaran Islam. 

Fiqh anti perdagangan orang merupakan 

sebuah pemahaman keagamaan yang 

didasarkan pada semangat kemanusiaan 

yang ditegaskan ayat-ayat Al-Qur’an dan 

teks-teks Hadits untuk menumbuhkan 

kesadaran kolektif tentang bahaya dan 

keharaman tindak kejahatan dan perlunya 

perlindungan korban.1  Perdagangan orang 

dalam sejarah Islam sebenarnya terjadi 

semenjak adanya perbudakan. Perbudakan 

terjadi pada umat terdahulu jauh sebelum 

Nabi Muhammad saw diutus. Diantara 

salah satu sebab suburnya perbudakan 

waktu itu adalah seringnya terjadi 

peperangan antar kabilah dan bangsa, di 

samping itu terdapat juga faktor lain seperti 

perampokan, perampasan, penculikan, 

kemiskinan, ketidakmampuan dalam 

membayar utang dan lain sebagainya, serta 

didukung pula dengan adanya pasar budak 

pada masa itu.2  

Perdagangan orang merupakan bentuk 

perbudakan modern yang harus diperangi 

bersama. Dengan memepertimbangkan 

nilai-nilai, perbudakan modern ini sudah 

 
1 Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, Fiqh Anti 

Trafficking: Jawaban atas Berbagai Kasus 

Kejahatan Perdagangan Manusia dalam 

Perspektif Hukum Islam, Fahmina Institute, 

Bandung, 2006, hlm. 12-. 
2 Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern: 

Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama, 

Perdana Publishing,  Medan,  2016, hlm. 109. 

semestinya dihapuskan dari muka bumi. 

Karena perdagangan disebut sebagai 

perbudakan modern, menggali nilai Islam 

dari rekam jejak Nabi Muhammad saw 

dalam memerangi perbudakan adalah satu 

langkah strategis. Begitu juga upaya Nabi 

Muhammad saw dalam memeranginya 

pada masa awal Islam. Upaya Nabi 

Muhammad saw dalam melawan 

perbudakan paling tidak ada empat langkah: 

pertama, mengangkat derajat budak setara 

dengan manusia normal yang lain serta 

bersikap baik kepadanya; kedua, 

memotivasi para Sahabat untuk berlomba 

dalam memerdekakan budak; ketiga, 

mengancam orang yang melakukan praktik 

human trafficking; dan keempat, 

menjadikan pembebasan budak sebagai 

mekanisme penerapan sanksi atas 

pelanggaran ajaran agama (kaffārah).3  

Dari ulasan tersebut dapat diketahui 

bahwa sejarah perdagangan orang dalam 

Islam berawal dari perbudakan. Perbudakan 

telah terjadi dari bangsa-bangsa terdahulu 

jauh sebelum Islam datang. Dapat 

dikatakan tak ada bangsa yang bebas dari 

perbudakan, perempuan dan anak-anak 

adalah kelompok yang paling banyak 

menjadi korban. Islam datang dengan 

gerakan pembebasan. Manusia dalam 

3 Niki Alma Febriana Fauzi, Islam dan Human 

Trafficking: Upaya Nabi dalam Melawan Praktik 

Human Trafficking pada Masa Awal Islam. 

Muwazah, Jurnal Kajian Gender, Vol 9, No. 2 

Desember 2017. Pusat Studi Gender dan Anak 

(PSGA) LP@2M, IAIN Pekalongan, hlm. 103. 



126 

 

Program Studi S2 Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung 

Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 10 No.1 Februari 2020 Ratna K. Penerapan Asas... 

pandangan Islam adalah makhluk yang 

sangat dimuliakan Allah swt. Tak ada 

seorang pun yang boleh memperbudak 

manusia lainnya.4 Aktivitas dan pola 

perdagangan manusia yang terjadi misalnya 

korban tidak mendapatkan hak untuk 

beribadah dengan tenang, dan atau tidak 

mendapatkan hak perlindungan dan 

keselamatan jiwanya, dan atau tidak 

mendapatkan hak untuk mengemukakan 

pendapatnya secara bebas dan independen, 

dan atau tidak mendapatkan hak atas 

kehormatan organ reproduksinya, dan atau 

tidak mendapatkan hak-hak atas harta hasil 

pekerjaanya. Karena itu, trafficking 

bertentangan dengan ajaran Islam. 

Berdasarkan Sila Ke-2 Pancasila yang 

berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab”. Sila kedua ini mengandung 

makna bahwa kesadaran sikap dan perilaku 

yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup 

bersama atas tuntutan mutlak hati nurani 

dengan memperlakukan sesuatu hal 

sebagaimana mestinya merupakan dasar 

hubungan semua umat manusia dalam 

mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil 

dan beradab, yaitu pengakuan hak asasi 

manusia. Manusia harus diakui dan 

diperlakukan sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa yang sama derajatnya., yang 

sama hak dan kewajiban asasinya. 

Kemudian nilai perlindungan 

masyarakat terhadap hak asasinya telah 

diatur dalam Pasal 28 G UUD 1945 yang 

menjelaskan bahwa: 

1. Setiap orang berhak atas perlindung diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di 

bawah kekuasaannya, serta berhak atas 

rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan 

hak asasinya. 

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari 

penyiksaan atau perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia 

 
4 Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern: 

Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama, 

Jurnal Kajian Gender, Vol 10, No. 3 Januari 2018. 

dan berhak memperoleh suaka politik 

dari negara lain. 

Manusia selain sebagai mahkluk 

individu, juga sebagai mahkluk sosial. 

Artinya bahwa selain manusia itu sebagai 

mahkluk yang mempunyai kebutuhan 

dan/atau kepentingan akan pribadinya 

sendiri, manusia juga memiliki kebutuhan 

dan kemampuan serta kebiasaan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini 

berbentuk kelompok. Kemampuan dan 

kebiasaan manusia berkelompok ini disebut 

juga zoon politicon (istilah ini dikemukakan 

oleh seorang Filsuf Yunani, Aristoteles). 

Seiring dengan pesatnya perkembangan 

zaman, manusia sebagai suatu pribadi yang 

utuh turut berkembang. Perkembangan 

yang diharapkan dapat diiringi, disertai, 

dikawal, dengan peningkatan moral dan 

akhlak manusia secara mendasar. Namun,  

apa yang terjadi justru sebaliknya. Masalah 

yang dihadapi manusia dalam 

kehidupannya di tengah-tengah masyarakat 

seolah-olah tidak berujung. Manusia 

dikelilingi oleh masalah yang dibuat oleh 

dirinya sendiri atau oleh orang-orang di 

sekelilingnya. Manusia mempunyai ambisi, 

keinginan, dan tuntutan yang dibalut nafsu, 

tetapi karena keinginan diri yang berlebihan 

menjadi gagal dikendalikan dan dididik, ini 

mengakibatkan masalah yang dihadapinya 

makin banyak dan beragam. Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 

butir 1 menentukan: “segala warga negara 

bersamaan kedudukan di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya”. Meskipun ada ketentuan 

yang demikian itu di dalam UUD 1945, di 

dalam kenyataan masih ada penerapan yang 

tidak sama antara orang yang satu dengan 

yang lain. 

Sehubungan dengan persamaan setiap 

orang di mata hukum dalam kenyataan 

masih banyak menimbulkan permasalahan 

karena tidak terwujudnya rasa keadilan 

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP@2M, 

IAIN Pekalongan, hlm. 113- 114. 
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orang yang satu dengan orang yang lain. 

Praktik penegakan hukum dalam 

kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip tersebut, sehingga diperlukan upaya 

penegakan hukum yang adil bagi semua 

orang. Pada umumnya tindak pidana yang 

terjadi menimbulkan korban, pelaku tindak 

pidana memerlukan orang lain untuk 

dijadikan korban perbuatannya. Dapat 

dikatakan korban mempunyai peran 

fungsional dalam terjadinya tindak pidana. 

Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi 

karena ada pihak yang berperan, sadar atau 

tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh 

korban.5  

Di Indonesia masih lemah dalam 

pelaksanaan hak restitusi khususnya bagi 

korban tindak pidana perdagangan orang. 

Meskipun sudah ada landasan hukum yang 

kuat bahwa restitusi wajib diberikan oleh 

pelaku terhadap korban maupun ahli 

warisnya sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh 

karena itu tentunya hakim dalam membuat 

putusan harus memperhatikan segala aspek 

didalamnya, mulai dari perlunya kehati-

hatian, dihindari sedikit mungkin 

ketidakcermatan, baik yang bersifat formal 

maupun matriil sampai dengan adanya 

kecakapan teknik membuatnya. Hakim 

hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang 

adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika 

kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat 

menjadi tolak ukur untuk perkara yang 

sama. Tentunya menjadi bahan referensi 

bagi kalangan teoritisi maupun praktis 

hukum jika putusannya dikuatkan dan tidak 

dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.6  

Mekanisme permohonan restitusi telah 

diatur dalam Pasal 7A ayat (4) Undang-

Undang Perlindungan Saksi dan Korban 

menyebutkan bahwa dalam hal 

permohonan restitusi diajukan sebelum 

putusan pengadilan yang telah memperoleh 

 
5 G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban 

Dalam Penanggulangan Kejahatan, Universitas 

Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 26 
6 Lilik Mulyadi, sebagaimana terdapat dalam 

Makalah H. Muchsin, Peranan Putusan Hakim 

kekuatan hukum tetap, LPSK dapat 

mengajukan restitusi kepada penuntut 

umum untuk dimuat dalam tuntutannya. 

Korban yang ingin mendapatkan restitusi 

wajib mengajukan permohonannya yang 

dilakukan sebelum putusan, korban juga 

harus melibatkan dua pihak yakni LPSK 

dan Jaksa Penuntut Umum. Korban dapat 

mengajukan ganti kerugian melalui LPSK 

dan dapat juga mengajukan ganti kerugian 

dengan prosedur lainnya, misalnya 

KUHAP. Seiring dengan perkembangan 

yang dihadapi dalam pemenuhan hak 

korban, maka aturan terkait upaya tersebut 

pun harus berkembang, termasuk adanya 

PP baru tentang pemberian kompensasi, 

restitusi, dan bantuan kepada saksi dan 

korban. Undang-Undang No. 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi 

sudah banyak yang berubah. Termasuk 

diantaranya adanya perluasan tindak pidana 

yang korbannya mendapatkan prioritas 

perlindungan.  

Dari uraian diatas dapat diketahui 

bahwa restitusi dalam pasal 48 ayat 2 

Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang belum 

sesuai dengan Undang-Undang No. 13 

tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban yang mana seharusnya menjadi 

acuan dasar. Sehingga ketika pelaku 

kejahatan restitusi terhadap korban tidak 

bisa membayar maka pelaku hanya 

dikenakan sanksi pidana pengganti, dalam 

hal ini pembayaran restitusi terhadap 

korban ditanggung oleh negara akan tetapi 

dalam bentuk kompensasi. Akan tetapi 

kenyataannya Amar Putusan  Pengadilan 

Negeri Garut Nomor 

187/Pid.Sus/2018/PN.Grt tidak ditemukan 

pada Kekeradan dalam Rumah Tangga, Majalah 

Hukum Varia Peradilan Edisi No 260 Bulan Juli 

2006, Ikahi, Jakarta, 2007, hlm. 25. 
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kasus korban tindak pidana perdagangan 

orang untuk menerima restitusi. 

Bertitik tolak dari latar belakang 

penelitian maka penulis terdorong untuk 

meneliti dan menuangkannya dalam bentuk 

Tesis dengan judul “Penerapan Asas 

Restitusi Sebagai Pedoman Dalam 

Menyelesaikan Perlindungan Korban 

Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang; (Studi Kasus Perkara Berdasarkan 

Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN.Grt)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, 

maka rumusan masalah dalampenelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana kepastian hukum restitusi 

korban tindak pidana perdagangan 

orang di Indonesia? 

2. Bagaimana penerapan restitusi dalam 

praktik peradilan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Umum 

Untuk mengetahui dan mengkaji 

kepastian hukum restitusi korban 

tindak pidana perdagangan orang di 

Indonesia 

b. Khusus  

Untuk mengetahui dan mengkaji 

penerapan restitusi dalam praktik 

peradilan 

2. Manfaat Penelitian: 

Manfaat yang akan diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, diharapkan 

memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum 

pada umumnya serta sebagai bahan 

informasi ilmu pengetahuan hukum 

bagi masyarakat luas dalam 

mempelajari dan memahami tentang 

peraturan tentang restitusi korban 

perdagangan orang pada khususnya. 

b. Secara praktis, diharapkan 

memberikan masukan mengenai 

permasalahan yang sering muncul 

dan sebagai bahan masukan 

sekaligus juga sebagai bahan 

sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat umum, khususnya bagi 

aparat penegak hukum dalam 

menangani dan menyelesaikan 

masalah-masalah yang berkenaan 

dengan restitusi korban tindak 

pidana perdagangan orang. 

 

D. Kerangka Teori  

Landasan teori dalam suatu penelitian 

adalah bersifat strategi yang artinya 

memberikan realisasi pelaksanaan 

penelitian. 

1. Teori Negara Kesejahteraan (Grand 

theory) 

Sebuah teori yang bernama Negara 

Kesejahteraan (Welfare State) merupakan 

teori yang sejalan dengan dasar Negara 

Indonesia dan menegaskan bahwa Negara 

yang pemerintahannya menjamin 

terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan 

untuk dapat mewujudkan kesejahteraan 

rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar 

kenegaraan, yaitu: Demokrasi 

(Democracy), Penegakan Hukum (Rule of 

Law), Perlindungan Hak Asasi Manusia 

(The Human Right Protection), Keadilan 

Sosial (Social Justice) dan Anti 

Diskriminasi (Anti Discrimination). 

Dan sejak Indonesia merdeka pada  

tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya 

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

pijakan Negara untuk memberikan 

kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebuah 

dasar Negara yang dibuat atas dasar 

semangat dan kesadaran untuk membangun 

suatu Negara yang Demokrasi serta 

menciptakan tatanan masyarakat 

berkeadilan sosial, berkemakmuran dan 

sejahtera bersama-sama. Penggagas teori 

Negara Kesejahteraan (Welfare State), 

Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan 

“bahwa Negara harus secara aktif 

mengupayakan kesejahteraan, bertindak 

adil yang dapat dirasakan seluruh 

masyarakat secara merata dan seimbang, 
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bukan mensejahterakan golongan tertentu 

tapi seluruh rakyat.”7  

Teori Negara Kesejahteraan (Welfare 

State) tersebut sering kali dimaknai berbeda 

oleh setiap orang maupun Negara. Namun, 

teori tersebut secara garis besar setidaknya 

mengandung 4 (empat) makna, antara lain:  

a. Sebagai kondisi sejahtera (well-being), 

kesejahteraan sosial (social welfare) 

sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material dan non-material. Kondisi 

sejahtera terjadi manakala kehidupan 

manusia aman dan bahagia karena 

kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, 

pendidikan, tempat tinggal, dan 

pendapatan dapat dipenuhi serta 

manakala manusia memperoleh 

perlindungan dari resiko-resiko utama 

yang mengancam kehidupannya;   

b. Sebagai pelayanan sosial, umumnya 

mencakup lima bentuk, yakni jaminan 

sosial (social security), pelayanan 

kesehatan, pendidikan, perumahan dan 

pelayanan sosial personal (personal 

social services);  

c. Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan 

sosial yang diberikan kepada orang 

miskin. Karena sebagian besar 

penerima kesejahteraan adalah 

masyarakat miskin, cacat, 

pengangguran yang kemudian keadaan 

ini menimbulkan konotasi negatif pada 

istilah kesejahteraan, seperti 

kemiskinan, kemalasan, 

ketergantungan, dan lain sebagainya;  

d. Sebagai proses atau usaha terencana,  

sebuah prosesyang dilakukan oleh 

perorangan, lembaga-lembaga sosial, 

masyarakat maupun badan-badan 

pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan melalui pemberian 

pelayanan sosial dan tunjangan sosial. 

 

2. Teori Keadilan (Middle Range Theory) 

Berbagai macam teori mengenai 

keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-

teori ini menyangkut hak dan kebebasan, 

 
7 Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami 

Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika  Aditama, 

Bandung, 2009, hlm. 49-56. 

peluang kekuasaan, pendapatan dan 

kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat 

disebut: teori keadilan Aristoteles dalam 

bukunya nicomachean ethics dan teori 

keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a 

theory of justice dan teori hukum dan 

keadilan Hans Kelsen dalam bukunya 

general theory of law and state. 

a. Teori Keadilan Aritoteles 

Keadilan menurut pandangan 

Aristoteles8  dibagi kedalam dua macam 

keadilan, keadilan “distributief” dan 

keadilan “commutatief”. Keadilan 

distributif ialah keadilan yang memberikan 

kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. 

Keadilan commutatief memberikan sama 

banyaknya kepada setiap orang tanpa 

membeda-bedakan prestasinya dalam hal 

ini berkaitan dengan peranan tukar menukar 

barang dan jasa. Pembagian macam 

keadilan ini Aristoteles mendapatkan 

banyak kontroversi dan perdebatan. 

Keadilan distributif menurut Aristoteles 

berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, 

dan barang-barang lain yang sama-sama 

bisa didapatkan dalam masyarakat. 

Mengesampingkan pembuktian matematis, 

jelaslah bahwa apa yang ada dibenak 

Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan 

barang berharga lain berdasarkan nilai yang 

berlaku dikalangan warga. Distribusi yang 

adil boleh jadi merupakan distribusi yang 

sesuai degan nilai kebaikannya, yakni 

nilainya bagi masyarakat. 

b. Teori Keadilan John Rawls 

Secara spesifik, John Rawls9  

mengembangkan gagasan mengenai 

prinsip-prinsip keadilan dengan 

menggunakan sepenuhnya konsep 

ciptaannya yang dikenal dengan “posisi 

asli” (original position) dan “selubung 

ketidaktahuan” (veil of ignorance). 

Pandangan Rawls memposisikan adanya 

situasi yang sama dan sederajat antara tiap-

tiap individu di dalam masyarakat. 

Pembedaan status, kedudukan atau 

memiliki posisi lebih tinggi antara satu 

8 Johan Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian 

Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm, 45. 
9 Ibid, hlm. 55. 
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dengan yang lainnya, sehingga satu pihak 

dengan lainnya dapat melakukan 

kesepakatan yang seimbang, itulah 

pandangan Rawls sebagai suatu posisi asas 

yang bertumpu pada pengertian ekulibrium 

reflektif dengan didasari oleh ciri 

rasionalitas (rationality), kebebasan 

(freedom), dan persamaan (equality) guna 

mengatur struktur dasar masyarakat (basic 

structure of society). 

Pandangan John Rawls terhadap konsep 

posisi asas terdapat prinsip-prinsip keadilan 

yang utama, diantaranya prinsip persamaan, 

yakni setiap orang sama atas kebebasan 

yang bersifat universal, hakiki, kompitabel 

dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, 

ekonomi pada diri masing-masing individu. 

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai 

prinsip kebebasan yang sama (equal liberty 

principle), seperti kebebasan beragama 

(freedom of religion), kemerdekaan 

berpolitik (political of liberty), kebebasan 

berpendapat dan mengemukakan ekspresi 

(freedom of speech and expression), 

sedangkan prinsip kedua dinyatakan 

sebagai prinsip perbedaan (difference 

principle), yang menghipotesakan pada 

prinsip persamaan kesempatan (equal 

oppotunity principle). 

Lebih lanjut John Rawls menegaskan 

pandangannya terhadap keadilan bahwa 

program penegakan keadilan yang 

berdimensi kerakyatan haruslah 

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, 

pertama, memberi hak dan kesempatan 

yang sama atas kebebasan dasar yang 

paling luas seluas kebebasan yang sama 

bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur 

kembali kesenjangan sosial ekonomi yang 

terjadi sehingga dapat memberi keuntungan 

yang bersifat timbal balik. Prinsip 

perbedaan menuntut diaturnya struktur 

dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga 

kesenjangan prospek mendapat hal-hal 

utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas 

diperuntukkan bagi keuntungan orang-

orang yang paling kurang beruntung. Ini 

berarti keadilan sosial harus diperjuangkan 

 
10 Ibid, hlm. 61. 

untuk dua hal: pertama, melakukan koreksi 

dan perbaikan terhadap kondisi 

ketimpangan yang dialami kaum lemah 

dengan menghadirkan institusi-institusi 

sosial, ekonomi dan politik yang 

memberdayakan. Kedua, setiap aturan 

harus memposisikan diri sebagai pemandu 

untuk mengembangkan kebijakan-

kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan 

yang dialami kaum lemah. 

c. Teori Keadilan Hans Kelsen 

Hans Kelsen mengemukakan keadilan 

sebagai pertimbangan nilai yang bersifat 

subjektif. Suatu tatanan yang adil yang 

beranggapan bahwa suatu tatanan bukan 

kebahagian setiap perorangan, melainkan 

kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak 

mungkin individu dalam arti kelompok, 

yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat 

hukum, dianggap sebagai kebutuhan-

kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti 

kebutuhan sandang, pangan dan papan. 

Kebutuhankebutuhan manusia yang 

manakah yang patut diutamakan. Hal ini 

dapat dijawab dengan menggunakan 

pengetahuan rasional, yang merupakan 

sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh 

faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu 

bersifat subjektif.10  

Pemikiran tentang konsep keadilan, 

Hans Kelsen yang menganut aliran 

positifisme, mengakui juga kebenaran dari 

hukum alam. Pemikirannya terhadap 

konsep keadilan menimbulkan dualisme 

antara hukum positif dan hukum alam. 

Menurut Hans Kelsen : “Dualisme antara 

hukum positif dan hukum alam menjadikan 

karakteristik dari hukum alam mirip dengan 

dualisme metafisika tentang dunia realitas 

dan dunia ide model Plato. Inti dari fislafat 

Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia 

ide. Mengandung karakteristik mendalam. 

Dunia dibagi menjadi dua bidang yang 

berbeda, yang pertama adalah dunia kasat 

mata yang dapat ditangkap melalui indera 

yang disebut realitas, yang kedua dunia ide 

yang tidak tampak.” Dua hal lagi konsep 
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keadilan yang dikemukakan oleh Hans 

Kelsen: 

Pertama tentang keadilan dan 

perdamaian. Keadilan yang bersumber dari 

cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan 

melalui pengetahuan yang dapat berwujud 

suatu kepentingan-kepentingan yang pada 

akhirnya menimbulkan suatu konflik 

kepentingan. Penyelesaian atas konflik 

kepentingan tersebut dapat dicapai melalui 

suatu tatatanan yang memuaskan salah satu 

kepentingan dengan mengorbankan 

kepentingan yang lain atau dengan berusaha 

mencapai suatu kompromi menuju suatu 

perdamaian bagi semua kepentingan. 

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. 

Menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh 

dari suatu tananan sosial tertentu, menurut 

Hans Kelsen pengertian “Keadilan” 

bermaknakan legalitas. Suatu peraturan 

umum adalah adil jika ia benabenar 

diterapkan, sementara itu suatu peraturan 

umum adalah tidak adil jika diterapkan 

pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada 

kasus lain yang serupa. Konsep keadilan 

dan legalitas inilah yang diterapkan dalam 

hukum nasional bangsa Indonesia, yang 

memaknai bahwa peraturan hukum 

nasional dapat dijadikan sebagai payung 

hukum (law unbrella) bagi peraturan 

peraturan hukum nasional lainnya sesuai 

tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum 

itu memiliki daya ikat terhadap materi-

materi yang dimuat (materi muatan) dalam 

peraturan hukum tersebut. 

 

3. Teori Penegakan Hukum (Applied 

Teory) 

Penegakan hukum merupakan proses 

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara 

nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu 

lintas atau hubungan-hubungan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, 

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh 

subjek yang luas dan dapat pula diartikan 

sebagai upaya penegakan hukum oleh 

subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. 

Dalam arti luas, proses penegakan 

hukum itu melibatkan semua subjek hukum 

dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja 

yang menjalankan aturan normatif atau 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dengan mendasarkan diri pada 

norma aturan hukum yang berlaku, berarti 

dia menjalankan ataumenegakkan aturan 

hukum. 

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya 

itu, penegakan hukum itu hanya diartikan 

sebagai upaya aparatur penegakan hukum 

tertentu untuk menjamin dan memastikan 

bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya. Dalam 

memastikan tegaknya hukum itu, apabila 

diperlukan, aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan daya 

paksa. Pengertian penegakan hukum itu 

dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, 

yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, 

pengertiannya juga mencakup makna yang 

luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan 

hukum itu mencakup pula nilai-nilai 

keadilan yang terkandung di dalamnya 

bunyi aturan formal maupun nilai-nilai 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan 

hukum itu hanya menyangkut penegakan 

peraturan yang formal dan tertulis saja.  

Karena itu, penerjemahan perkataan 

“law enforcement” ke dalam bahasa 

Indonesia dalam menggunakan perkataan 

penegakan hukum dalam arti luas dan dapat 

pula digunakan istilah penegakan peraturan 

dalam arti sempit. Dari pengertian yang luas 

itu, pembahasan dalam tesis ini adalah 

penegakan pada tahap menjalankan aturan 

hukum tentang perlindungan korban 

kejahatan. 

 

II. METODE 

A. Metode Pendekatan 

Penelitian tentang hak restitusi terhadap 

Korban Perdagangan Manusia (Trafficking 

in Person) ini merupakan suatu penelitian 

hukum dengan mempergunakan cara 

pendekatan yuridis normatif dan empiris, 

yang menggunakan data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh 
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dengan mengadakan penelitian 

kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini 

mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas 

hukum; (2) penelitian terhadap sistematika 

hukum; (3) penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) 

perbandingan hukum;  dan (5) sejarah 

hukum.11  

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Cara yang ditempuh untuk 

mengumpulkan data dalam tesis ini adalah 

dengan menggunakan Studi Literatur 

adalah dengan cara penelusuran bahan 

kepustakaan yang merupakan studi atau 

dokumen yang mempelajari peraturan 

perundang-undangan, konsep-konsep teori 

dari berbagai literatur yang menjadi objek 

penelitian, kemudian dipilih dan dihimpun 

serta disajikan dalam kerangka sistimatis 

guna memudahkan analisis. 

 

C. Teknik Pengolahan Data 

Setelah seluruh data dari hasil penelitian 

terkumpul, kemudian pengelolaan 

dilakukan dengan cara seleksi dan 

klasifikasi data, bahan hukum yang terkait 

dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak 

terkait disisihkan, kemudian dilakukan 

pengelompokan bahan hukum sesuai 

dengan klasifikasi yang telah ditentukan. 

 

D. Analisis Data 

Metode analisa bahan hukum yang 

digunakan dalam tesis ini adalah analisa 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode 

untuk memperoleh gambaran singkat 

mengenai permasalahan yang tidak 

didasarkan pada bilangan statistik tetapi 

didasarkan atas kajian yang diuji dengan 

norma-norma dan kaidah-kaidah hukum 

yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas. 

 

 
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian 

Hukum Normatif ‘Suatu Tinjauan Singkat’, 

Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 

14. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hak Restitusi Terhadap 

Korban Tindak Pidana Perdagangan 

Orang  

1. Pengaturan Hukum dan Mekanisme 

Restitusi 

Dalam KUHP, ketentuan yang 

mengatur tentang perlindungan korban 

kejahatan melalui penggantian kerugian 

dapat dilihat pada Pasal 14c KUHP yang 

pada intinya menyatakan: dalam hal hakim 

menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat 

menetapkan syarat khusus bagi terpidana 

untuk mengganti kerugian, baik semua, atau 

sebagian yang timbul akibatdari tindak 

pidana yang dilakukan. 

Sekalipun KUHP mencantumkan aspek 

perlindungan korban berupa pemberian 

ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak 

luput dari berbagai kendala dalam 

pelaksanaannya, yaitu : 

a. Penetapan ganti rugi tidak dapat 

diberikan oleh hakim sebagai sanksi 

yang berdiri sendiri disamping pidana 

pokok, jadi hanya sebagai "syarat 

khusus" untuk dilaksanakannya atau 

dijalaninya pidana pokok yang 

dijatuhkan kepada terpidana; 

b. Penetapan syarat khusus berupa ganti 

kerugian ini hanya dapat diberikan 

apabila hakim menjatuhkan pidana 

paling lama satu tahun atau pidana 

pengganti; 

c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini 

menurut KUHAP hanya bersifat 

fakultatif, tidak bersifat imperatif.12  

Dalam mekanisme pengajuan 

restitusi dilaksankan sejak korban 

melaporkan kasus yang dialaminya 

kepada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia setempat dan ditangani oleh 

penyidik bersamaan dengan 

penanganan tindak pidana yang 

dilakukan, Penuntut umum 

memberitahukan kepada korban tentang 

12 Zaky Alkazar Nasution, Perlindungan Hukum 

terhadap Perempuan dan AnakKorban 

Perdaganagn Manusia (Trafficking in Persons), 

Tesis, (Semarang Magister Hukum, Universitas 

Diponegoro, 2008), h. 59. 
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haknya untuk mengajukan restitusi, 

selanjutnya penuntut umum 

menyampaikan jumlah kerugian yang 

diderita korban akibat tindak pidana 

perdagangan orang bersamaan dengan 

tuntutan. Selanjutnya ketentuan Pasal 

50 ayat (4) Undang-undang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang  menyebutkan 

bahwa apabila pelaku tidak mampu 

membayar restitusi, maka pelaku 

dikenai pidana kurungan pengganti 

paling lama 1 (satu) tahun. 

 

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban di Indonesia 

a. Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban sebagai Lembaga Mandiri 

Undang-undang PSK menyatakan 

bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri 

(pasal 11 ayat 1 tahun 2006). Mandiri dalam 

UU, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga 

yang independen (biasa disebut sebagai 

komisi independen), yakni organ negara 

(state organs) yang di idealkan independen 

dan karenanya berada di luar cabang 

kekuasaan baik eksekutif, legislatif, 

maupun judikatif namun memiliki fungsi 

campuran antar ketiga cabang kekuasaan 

tersebut.13  

Karena UU PSK merupakan lembaga 

yang mandiri maka UU PSK tidak 

meletakkan struktur LPSK berada di bawah 

instansi manapun baik instansi pemerintah 

(eksekutif) maupun lembaga negara 

lainnya. Pilihan UU terhadap model 

lembaga terkait beberapa argumen. 

Pertama, keinginan membuat lembaga yang 

secara khusus mengurusi masalah 

perlindungan saksi dan korban yang tidak 

berada di bawah instansi yang sudah ada, 

yakni kepolisian atau kejaksaan, komnas 

 
13 Denny Indrayana, Komisi Negara Independen, 

Evaluasi kekinian dan Tantangan Masa Depan, 

makalah diskusi terbatas “Mencermati 

Problematika Lembaga Negara, Rekomendasi 

Bagi Pembentukan LPSK”, yang dilaksanakan 

oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, jakarta, 

7 Maret 2007. 

HAM atau Departemen Hukum dan 

HAM.14  Kedua, karena institusi yang 

lainnya sudah memiliki beban 

tanggungjawab yang besar, oleh karena itu 

jangan sampai program perlindungan 

membebani lagi lembaga tersebut. 

b. Kedudukan LPSK 

Undang-undang No.13 Tahun 2006 

tentang  Perlindungan Saksi dan Korban 

memprioritaskan kedudukan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban ini berada 

di ibukota negera Republik Indonesia.15  

Disamping kedudukan di ibukota negara, 

UU juga memberikan keluasaan bagi LPSK 

untuk membentuk perwakilannya di daerah 

lain jika sesuai dengan kebutuhan LPSK.16  

Pilihan memberikan akses mendirikan 

lembaga perwakilan adalah  karena 

kemudahan akses komunikasi dan 

informasi yang terbatas anat wilayah 

maupun antar ibukota wilayah lainnya dan 

juga karena kasus-kasus intimidasi terhadap 

saksi yang terjadi selama ini justru paling 

banyak di luar wilayah Ibukota RI.17  

c. Tugas dan Kewenangan LPSK 

Undang-undang No.13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

dalam ketentuan umum menyatakan bahwa 

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 

(LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan 

berwenang untuk memberikan 

perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi 

dan atau korban sebagaimana diatur di 

undang-undang. Namun undang-undang ini 

tidak merinci tugas dan wewenang dari 

LPSK lebih lanjut.18  

d. Tanggung jawab LPSK 

Undang-undang No 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

menyatakan LPSK bertanggung jawab 

kepada presiden. Implikasi atas hal ini maka 

presiden sebagai pejabat negara tertinggi 

14 Supriyadi Widodo Eddyono, Undang-Undang  

Perlindungan  Saksi di Amerika Serikat, (Jakarta: 

Elsam, 2004), h. 25 
15 Pasal 11 ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
16 Ibid 
17 Supriadi widodo, Op. Cit. 
18 Pasal 12 Undang-undang No.13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
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yang bertanggung jawab atas kerja dari 

LPSK dan karenanya presiden harus 

memfasilitasi lembaga tersebut. 

Disamping itu undang-undang tersebut 

menugaskan LPSK membuat laporan 

secara berkala tentang pelaksanaan tugas 

LPSK kepada DPR paling sedidkit sekali 1 

(satu) tahun.19 Disamping itu fungsi kontrol 

dan pengawasan kinerja, DPR juga 

seharusnya menjadi partner pendukung 

program LPSK. LPSK terdiri atas pimpinan 

dan anggota (sedang pimpinan LPSK terdiri 

atas ketua dan wakil ketua yang merangkap 

anggota yang dipilih dari dan oleh lembaga 

LPSK. Masa jabatan ketua dan wakil ketua 

LPSK selam 5 tahun dan sesudahnya dpat 

dipilih kembali dalam jabatan yang sama 

hanya satu kali jabatan berikutnya. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK 

dibantu sebuah sekretaris yang bertugas 

memberikan layanan administrasi bagi 

kegiatan LPSK. Sekretaris dipimpin oleh 

seorang yang berasal dari PNS yang 

diangkat dan diberhentikan oleh menteri 

sekretaris negara. Keputusan LPSK diambil 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

dan jika dalam hal keputusan tidak dapat 

tercapai maka keputusan akan diambil 

dengan suara terbanyak. Keputusan yang 

terkait dengan wewenag LPSK terutama 

dalam keputusan pemberian perlindungan 

dan bantuan bagi saksi dan korban. 

e. Kerjasama Antar Lembaga 

Dalam melaksanakan pemberian 

perlindungan dan bantuan, LPSK dapat 

bekerjasama dengan instansi terkait yang 

berwenang. Dalam melaksanakan 

perlindungan dan bantuan sesuai dengan 

wewenagnya, wajib melaksanakan 

keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan 

yang di atur dalam undang-undang.20 

Dalam menjalankan tugasnya, LPSK akan 

dibantu oleh berbagai instansi terkait 

terutama instansi pemerintah. 

Hal ini memang sudah harusnya 

diberikan. Karena menjadi platform utama 

 
19 Pasal 13 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
20 Pasal 36 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

bahwa masalah yang terkait dengan 

perlindungan saksi hanya bisa ditangani 

secara efektif melalui pendekatan multi 

lembaga.21 Dengan memakai platforrm, 

maka lembaga perlindungan saksi dalam 

melakukan perlindungan terhadap saksi 

tentunya menyadari bahwa kerja-kerja 

lembaga akan melibatkan banyak dukungan 

dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dilihat 

dari segi geografis, dimana luasnya wilayah 

negara tidak memungkinkan efektif LPSK 

bekerja jika tidak ada kerjasama dengan 

instansi lain. 

f. Kerjasama dengan lembaga swasta 

dan organisasi masyarakat lainnya 

Disamping itu LPSK sangat perlu 

bekerjasama dengan masyarakat baik pihak 

swasta maupun organisasi masyarakat, 

dalam rangka memberikan dukungan. Perlu 

dikemukakan bahwa saat ini sudah banyak 

masyarakat secara swadaya membentuk 

task force perlindungan saksi bagi kasus-

kasus tertentu, seperti: pemberian rumah 

aman atau rumah singgah (safe house) 

sementara bagi kasus-kasus kekerasan 

seksual dan KDRT baik bagi korban 

perempuan maupun anak. 

Dalam rangka untuk mensinergikan 

perlindungan maka UU PSK harus pula 

membuka kerjasama dengan masyarakat, 

disamping itu hal ini berguna pula bagi 

LPSK baik secara logistik maupun 

dukungan sumberdaya perlindungan.  

 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang  

Penegakan hukum merupakan ciri 

utama dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, karena itu perlindungan hukum 

kepada korban kejahatan merupakan salah 

satu kewajiban negara dalam penegakan 

hukum. Berkaitan dengan hal tersebut 

Muladi berpendapat Korban kejahatan 

perlu dilindungi karena:  

21 Nicholas R. Fyfe, Perlindungan Saksi 

Terintimidasi, (Jakarta: Elsam, 2006), h. 17. 



135 

 

Program Studi S2 Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung 

Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 10 No.1 Februari 2020 Ratna K. Penerapan Asas... 

Pertama, masyarakat dianggap sebagai 

suatu wujud system kepercayaan yang 

melembaga (system of institutionalized 

trust). Kepercayaan ini terpadu melalui 

norma-norma yang di ekspresikan di dalam 

struktur kelembagaaan seperti kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. 

Terjadinya kejahatan atas diri korban akan 

bermakna penghancuran sistem 

kepercayaan tersebut sehingga pengaturan 

hukum pidana dan hukum lain yang 

menyangkut korban akan berfungsi sebagai 

sarana pengembalian sistem kepercayaan 

tersebut.  

Kedua, adanya argumentasi kontrak 

social dan solidaritas sosial karena negara 

boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi 

sosial terhadap kejahatan dan melarang 

tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. 

Oleh karena itu, jika terdapat korban 

kejahatan maka negara harus memerhatikan 

kebutuhan korban dengan cara peningkatan 

pelayanan maupun pengaturan hak.  

Ketiga, perlindungan korban yang 

biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan 

pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. 

Dengan penyelesaian konflik yang 

ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan 

memulihkan keseimbangan dan 

mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat.22  

 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban  

Dasar pertimbangan perlunya undang-

undang yang mengatur perlindungan 

korban kejahatan (dan saksi) untuk disusun 

dengan jelas dapat dilihat pada bagian 

menimbang daripada undang-undang ini, 

yang antara lain menyebutkan: penegak 

hukum sering mengalami kesukaran dalam 

mencari dan menemukan kejelasan tentang 

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

karena tidak dapat menghadirkan saksi dan 

 
22 Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem 

Peradilan Pidana, Sebagaimana dimuat 

dalam kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, 

atau korban disebabkan adanya ancaman, 

baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. 

Padahal kita tahu bahwa peran saksi atau 

korban dalam suatu proses peradilan pidana 

menempati posisi kunci dalam upaya 

mencari dan menemukan kejelasan tentang 

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 

Pada prinsipnya perlindungan akan hak-

hak seseorang sebagai saksi telah 

diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi 

mengingat jenis tindak pidana yang 

semakin beragam dan menimbulkan efek 

atau akibat bagi keselamatan jiwa dari 

saksi/korban atau keluarganya, sehingga 

ada hal-hal khusus yang diatur dalam Pasal 

5 UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut.  

 

5. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 

Tentang Kompensasi, Restitusi dan 

Rehabilitasi Terhadap Korban 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 

Berat.  

Restitusi diatur dalam pasal 2 sampai 

dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, 

Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 

Berat. 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 2008 Tentang Pemberian 

Kompensasi, Restitusi, Bantuan 

Kepada Saksi dan Korban  

Berdasarkan asas kesamaan hukum 

(equality before the law) yang menjadi 

salah satu cirri negara hukum, Kedudukan 

saksi dan korban dalam proses peradilan 

pidana harus diberi jaminan perlindungan 

hukum. Pemberian restitusi terhadap 

korban diatur dalam pasal 20 sampai 

dengan pasal 33 PP Nomor 44 Tahun 2008. 

 

B. Hak Restitusi Korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Di Indonesia 

1. Kasus Posisi 

Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 1997), h. 

172. 
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Peristiwa tersebut bermula sekitar bulan 

Desember 2012. Terdakwa yang bernama 

Rudi Yulianta menawarkan pekerjaan 

kepada salah satu korban bernama 

Sugianto. Pekerjaan di Hongkong dengan 

gaji 7.000-8.000 Dollar Hongkong per 

bulan dengan syarat bahwa korban harus 

membayar Rp 20.000.000,- kepada 

Terdakwa. Korban menyanggupinya dan 

kemudian Terdakwa mengajak korban ke 

Jakarta untuk ditampung. Di tempat 

tersebut, korban bertemu dengan beberapa 

korban lainnya yang juga ditawari 

pekerjaan yang sama oleh Terdakwa 

dengan persyaratan korban juga harus 

membayar sejumlah uang kepada 

Terdakwa. Dalam melakukan kejahatan ini, 

Terdakwa dibantu oleh Dwi. 

Pada tanggal 26 Januari 2013, korban 

yang bernama Sugianto, Sumarudin, Yosep 

Anwar dan Prajitno diberangkatkan ke 

Hongkong. Sesampainya di Hongkong para 

korban dikontrakkan rumah oleh Terdakwa 

di daerah Yulong. Selama satu minggu 

pertama, mereka diberi makan dan dijenguk 

oleh Terdakwa, namun setelah itu 

Terdakwa menghilang dan sama sekali 

tidak dapat dihubungi. 

Pada tanggal 12 April 2013, korban 

yang bernama Abdul Muin dan Wagiman 

diberangkatkan ke Hongkong kemudian 

dibawa ke daerah Yuoen Long untuk 

ditampung di sebuah rumah kos-kosan yang 

disewa oleh Terdakwa. Selama empat hari 

disana, para korban sama sekali tidak 

pernah ditemui oleh Terdakwa dan 

Terdakwa juga tidak dapat dihubungi. 

Karena merasa ditelantarkan, para korban 

berusaha keluar untuk mencari bantuan 

hingga akhirnya para korban dipulangkan 

ke Indonesia oleh KJRI Hongkong setelah 

beberapa bulan berada di Hongkong.  

Total uang yang dikeluarkan saksi 

Sugianto, saksi Sumarudin Bin Giman, 

saksi Yosep Anwar Bin Karsiwan, saksi 

Prajitno Bin Senen, saksi Wagiman dan 

saksi Abdul Muin untuk desrahkan kepada 

terdakwa Rudi Yulianta Bin Suparman dan 

saksi Dwi Giarmanto sejumlah Rp 

129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan 

juta rupiah), dengan perincian yaitu : 

a. Saksi Sugianto Rp. 20.000.000,- 

b. Saksi Sumarudin Bin Giman Rp. 

20.000.000,- 

c. Saksi Yosep Anwar Bin Karsiwan Rp. 

22.000.000,- 

d. Saksi Prajitno Bin Senen Rp. 

20.000.000,- 

e. Saksi Wagiman Rp. 22.000.000,- 

f. Saksi Abdul Muin Rp. 25.000.000,- + 

Jumlah Rp.129.000.000,- 

 

2. Dakwaan  

a. Dakawan Kesatu 

Perbuatan Terdakwa tersebut 

sebagaimana diatur dan diancam pidana 

menurut Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang jo. Pasal 55 Yat (1) ke-1 KUHP. 

b. Dakwaan Kedua 

Perbuatan Terdakwa tersebut 

sebagaimana diatur dan diancam pidana 

menurut Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP. 

c. Dakawan Ketiga 

Perbuatan Terdakwa tersebut 

sebagaimana diatur dan diancam pidana 

menurut Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP. 

 

3. Pertimbangan Hakim  

Majelis hakim melakukan beberapa 

pertimbangan dalam pemeriksaan terkait 

dakwaan tersebut, terutama terkait dengan 

unsur ketiga dakwaan pertama Penuntut 

Umum yang menjadi perdebatan dalam 

persidangan. Unsur ketiga ini merupakan 

kunci apakah perbuatan Terdakwa dapat 

dikatakan sebagai tindak pidana 

perdagangan orang atau tidak. Berdasarkan 

keterangan saksi, keterangan ahli dan 

adanya barang bukti yang telah dihadirkan 

di dalam persidangan. 

Pertimbangan dalam pemeriksaan 

terkait dakwaan tersebut, terutama terkait 
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dengan unsur ketiga dakwaan pertama 

Penuntut Umum yang menjadi perdebatan 

dalam persidangan. Unsur ketiga ini 

merupakan kunci apakah perbuatan 

Terdakwa dapat dikatakan sebagai tindak 

pidana perdagangan orang atau tidak. 

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan 

ahli dan adanya barang bukti yang telah 

dihadirkan di dalam persidangan, Majelis 

membenarkan unsur ketiga ini dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Keterangan saksi  

b. Keterangan ahli  

c. Adanya petunjuk yang dapat dilihat dari 

kesesuaian antara keterangan saksi dan 

keterangan Terdakwa dan diperkuat 

dengan adanya pendapat ahli serta 

didukung dengan barang bukti yang 

dihadirkan di persidangan.  

d. Penafsiran Majelis hakim terkait 

pengertian eksploitasi yang terkandung 

dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang 

Republik Indonesai Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. Pasal 

tersebut mengatakan bahwa tindakan 

dengan atau tanpa persetujuan korban 

yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 

pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 

perbudakan atau praktik serupa 

perbudakan, penindasan, pemerasan, 

pemanfaatan fisik, seksual, organ 

reproduksi, atau secara melawan hukum 

memindahkan atau mentransplantasi 

organ dan/atau jaringan tubuh atau 

memanfaatkan tenaga atau kemampuan 

seseorang oleh pihak lain untuk 

mendapatkan keuntungan baik materil 

maupun immaterial. Didalam 

pengertian tersebut terdapat kata "tetapi 

tidak terbatas". Kata tersebut dapat 

ditafsirkan bahwa tindakan-tindakan 

yang dikategorikan sebagai tindakan 

eksploitasi yang telah disebutkan di 

dalam pasal tersebut sifatnya hanyalah 

sebagai contoh saja. Sehingga dengan 

adanya kata "tetapi tidak terbatas" hal 

ini dapat diartikan bahwa masih 

dimungkinkan adanya tindakan-

tindakan eksploitasi lain diluar yang 

telah disebutkan dalam pasal tersebut. 

 

4. Putusan Hakim 

Berdasarkan putusan Nomor: 

55/Pid.Sus/2014/PN. Jak.Tim, hakim 

menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

a. Menyatakan terdakwa telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana" Perdagangan 

Orang Secara Bersama-sama" yaitu 

melanggar Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP. 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

Rudi Yulianta Bin Suparman dengan 

pidana penjara selama 4 (empat) tahun 

dan pidana denda sebesar Rp 

120.000.000,- (seratus dua puluh juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.  

c. Menetapkan agar terdakwa dibebankan 

untuk membayar restitusi kepada saksi 

korban Sugianto, Sumarudin Bin 

Giman, Yosep Anwar Bin Karsiwan, 

Prajitno Bin Senen, Wagiman dan 

Abdul Muin masing-masing sebesar Rp 

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 

sehingga total sebesar Rp 120.000.000,- 

(seratus dua puluh juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila dalam jangka waktu 

14 (empat belas) hari setelah putusan ini 

berkekuatan hukum tetap ternyata 

terdakwa tidak membayar restitusi 

tersebut, maka diganti dengan pidana 

kurungan selama 3 (tiga) bulan.  

d. Menetapkan  masa  penahanan  yang  

telah  dijalani terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  

e. Memerintahkan agar terdakwa tetap 

berada dalam tahanan.  

f. Membebankan biaya perkara sebesar 

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 

 

5. Analisis putusan. 

Putusan yang dijatuhkan hakim sudah 

merupakan putusan hakim yang sesuai 
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dengan apa yang diatur dalam pasal 48 

sampai 50 UU PTPPO yakni: 

a. Korban memperoleh restitusi 

sebagaimana yang dimaksud berupa 

ganti kerugian masing-masing sebesar  

Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)  

b. Mekanisme pengajuan restitusi 

dilaksanakan sejak korban melaporkan 

kasus yang dialaminya dan masuk 

dalam Berita Acara Pemeriksaan di 

Polres Jakarta Timur, dalam kasus ini 

pendamping bersama-sama dengan 

pihak kepolisian atas masukan untuk 

melakukan rincian bersama atas 

kerugian materil dan immaterial yang 

dialami korban dan hasilnya diserahkan 

kepada pihak kepolisian sebagai dasar 

pertimbangan atas kerugian immaterial 

yang dialami korban. 

c. Penuntut umum dalam hal ini 

memberitahukan kepada korban tentang 

haknya untuk mengajukan restitusi, 

jumlah kerugian telah dihitung saat di 

kepolisian dan masuk dalam BAP dan 

selanjutnya penuntut umum melakukan 

kordinasi ke kepolisian dan 

memasukannya dalam tuntutan. 

d. Restitusi tersebut diberikan dan 

dicantumkan sekaligus dalam amar 

putusan pengadilan oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang 

diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI 

Jakarta. 

e. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak 

dijatuhkannya putusan pengadilan 

tingkat pertama dan sebelumnya 

restitusi masing-masing korban sebesar 

Rp. 20.000.000,-. Jumlah restitusi yang 

diputus seperti apa yang dimuat dalam 

tuntutan oleh jaksa penuntut umum 

yang merupakan pembayaran riil 

(factual) dari jumlah restitusi yang 

diputus pada pengadilan tingkat 

pertama. 

f. Aparat penegak hukum dari kepolisian, 

kejaksaan sampai pengadilan secara 

formal mengimplementasikan 

 
23 Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ana 

Sakreti, Staff IOM di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 

2012, pukul 15.40 WIB. 

pelaksanaan pemberian hak restitisi 

bagi korban TPPO yang menyatakan 

perbuatan terdakwa telah melanggar 

pasal 4 ayat (1), jo Pasal 48 UU RI 

Nomor 21 tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) 

ke-I KUHP dan Undang-Undang RI No. 

8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

 

6. Pelaksanaan Hak Restitusi Dalam 

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 

Disadari atau tidak sampai saat ini di 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang 

diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi DKI 

Jakarta memutuskan pemberian restitusi 

kepada korban TPPO. Hal tersebut terjadi 

karena ketidakjelasan definisi, jenis serta 

proses penghitungan kerugian dan 

mekanisme pengajuan restitusi serta 

ketidakjelasan pihak yang memiliki 

kewenangan dalam tata pelaksanaan 

penghitungan kerugian juga 

ketidakpahaman aparat penegak hukum 

terkait dengan restitusi tersebut.23  

Rujukan lainnya adalah dengan 

mendasarkan pada aturan lama yang 

berlaku, yaitu ketentuan KUHAP. Dalam 

KUHAP terdapat mekanisme tentang ganti 

kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian 

bisa dimintakan oleh tersangka atau 

terdakwa dalam kaitannya dengan proses 

pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah 

kepada aparat penegak hukum dan juga oleh 

korban atas kerugian yang dideritanya 

kepada pelaku. Mekanisme yang 

ditawarkan oleh KUHAP untuk hak-hak 

korban adalah mekanisme untuk ganti rugi 

kepada korban oleh pelaku.  

Mekanisme pertama tidak dapat 

dilakukan secara cepat dalam kasus TPPO 

karena harus ada putusan dari pengadilan 

terlebih dahulu, padahal penderitaan korban 

telah berlangsung sejak tindak kejahatan 

terjadi. Mekanisme panggabungan perkara 

pidana dengan tuntutan ganti rugi diatur 

dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang 
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menyatakan, "jika suatu perbuatan yang 

menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 

pemeriksaan perkara pidana oleh 

pengadilan negeri menimbulkan kerugian 

bagi orang lain, maka hakim ketua sidang 

atas permintaan orang itu dapat menetapkan 

untuk menggabungkan perkara ganti 

kerugian kepada perkara pidana itu." 

Sedangkan cara untuk pemulihan kerugian 

korban dapat digabungkan dalam perkara 

pidana adalah dengan permintaan perhatian 

Penuntut Umum agar Hakim dapat 

mencantumkan dalam diktum putusan 

pidana. Kesalahan umum mengenai konsep 

ini biasanya menyangkut bentuk 

pemulihannya. Orang awam sering 

menyamakan atau menyederhanakan 

pemulihan hak atas korban sebagai proses 

ganti rugi yang berbentuk finansial atau 

uang. Hal ini wajar karena kebanyakan 

bentuk pemulihan hak atas korban baik itu 

dalam Undang Undang Pengadilan HAM, 

UU Perlindungan Saksi dan Korban dan 

UU PTPPO Orang selalu dikonversi dalam 

bentuk uang atau ganti rugi finansial 

lainnya meskipun bentuk pemulihan tidak 

hanya berupa ganti rugi uang atau finansial. 

Korban TPPO menyatakan tidak 

mengetahui tentang apa itu restitusi. 

 

7. Asas-Asas yang Terdapat Dalam 

Pelaksanaan Hak Restitusi. 

Konteks pemulihan terhadap korban 

dalam bentuk restitusi terkandung pula 

beberapa asas asas hukum sebagai 

berikut:24  

a. Asas Manfaat 

Artinya, perlindungan korban kejahatan 

tidak hanya ditujukan bagi tercapainya 

kemanfaatan (baik materiil maupun 

spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga 

kemanfaatan bagi masyarakat luas, 

khususnya dalam upaya mengurangi jumlah 

tindak pidana serta menciptakan ketertiban 

masyarakat. 

b. Asas Keadilan 

Artinya, penerapan asas keadilan dalam 

upaya melindungi korban kejahatan tidak 

 
24 Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, 

Urgensi Perlindungan Korban KejahatanAntara 

bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula 

oleh rasa keadilan yang harus juga 

diberikan pada pelaku kejahatan. 

c. Asas Keseimbangan  

Tujuan hukum disamping memberikan 

kepastian dan perlindungan terhadap 

kepentingan manusia, juga untuk 

memulihkan keseimbangan tatanan 

masyarakat yang terganggu menuju pada 

kekayaan yang semula (restitution in 

integrum), asas keseimbangan memperoleh 

tempat yang penting dalam upaya 

pemulihan hak-hak korban. 

d. Asas Kepastian Hukum  

Asas ini dapat memberikan dasar 

pijakan hukum yang kuat bagi aparat 

penegak hukum pada saat melaksanakan 

tugasnya dalam upaya memberikan 

perlindungan hukum pada korban 

kejahatan. 

 

8. Hambatan Pengajuan Permohonan 

Restitusi  

a. Hambatan Yuridis Dalam 

Pelaksanaan Hak Restitusi 

Salah satu dasar pertimbangan 

diundangkannya UU No 21 Tahun 2007 

tentang PTPPO adalah adanya 

perlindungan yang diberikan terhadap 

korban atas penderitaan dan kerugian baik 

materil dan atau immaterial sebagai akibat 

TPPO yang dilakukan pelaku, selama ini 

peraturan yang berkaitan dengan 

perdagangan orang belum memberikan 

landasan hukum yang menyeluruh dan 

terpadu bagi PTPPO.  

b. Pengajuan Permohonan Restitusi 

Bagi Korban Tindak Pidana Hanya 

Melalui LPSK 

Keterlibatan LPSK dapat membuat 

korban harus menempuh jangka waktu yang 

lebih lama untuk mendapatkan hak atas 

restitusinya karena harus menjalani 

berbagai prosedur melalui LPSK terlebih 

dahulu baru kemudian melalui Jaksa 

Penuntut Umum apabila pengajuan 

permohonan restitusinya diajukan sebelum 

Norma dan Realita, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo 

Persada, 2007), h. 164. 
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putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Selain masalah tersebut, ternyata masih 

ada satu hal terkait dengan LPSK yang 

menjadi menjadi hambatan bagi korban 

tindak pidana untuk memperoleh haknya 

atas restitusi, yaitu tidak jelasnya 

pengaturan tentang pihak atau lembaga 

yang berwenang untuk mengeksekusi 

pelaksanaan restitusi.  

c. Kendala Pembayaran Restitusi oleh 

Terdakwa (Pelaku) 

Pelaku tindak pidana tentunya memiliki 

cara untuk menolak membayar ganti 

kerugian atau restitusi kepada korbannya. 

Mereka lebih memilih mengganti 

kewajiban membayar restitusi dengan 

hukuman penjara. Jared Kimball, 

perwakilan United State Department of 

Justice (USDOJ) Jakarta, menuturkan, pada 

kasus pelaku pidana diminta membayar 

restitusi, korban harus menyertakan bukti-

bukti atau dokumen aset mereka yang rusak 

atau hilang kepada penuntut umum. Bukti 

itulah yang dijadikan penuntut umum untuk 

meminta pengadilan menghukum pelaku 

membayar restitusi. 

 

C. Analisis Penulis 

Hak korban untuk mendapatkan 

restitusi dan rehabilitasi dapat terpenuhi 

apabila terkait tiga hal berikut. Pertama, 

aparat penegak hukum baik pendamping 

korban, Kepolisian, Kejaksaan dan 

Pengadilan memahami mekanisme 

pengajuan restusi termasuk bagaimana 

memformulasikan dan mandapatkan bukti-

bukti kerugian materil dan inmateril yang 

diderita oleh korban. Sehingga, putusan-

putusan hakim kedepan banyak dilakukan 

selain menjatuhkan pidana dan denda 

kepada pelaku juga menjatuhkan restitusi 

kepada pelaku dalam perkara perdagangan 

orang. Kedua, Penyidik dan Jaksa Penuntut 

Umum wajib memberitahukan kepada 

korban tentang haknya untuk mengajukan 

restitusi sehingga korban dapat 

menggunakan haknya tersebut untuk 

mendapatkan keadilan. Ketiga, adanya 

koordinasi antar berbagai pihak termasuk 

pendamping korban, aparat penegak 

hukum, dinas sosial, dinas kesehatan dan 

instansi terkait lainnya penting untuk 

dilakukan agar hukuman maksimal dapat 

dijatuhkan kepada para pelaku untuk 

mencegah terulangnya tindak pidana 

perdagangan orang kepada korban lainnya. 

Serta mengembalikan harkat dan martabat 

korban sebagai manusia dengan berbagai 

macam program rehabilitasi dan pemberian 

restitusi. 

Pada kenyataannya Restitusi atau 

pemberian ganti rugi pada korban oleh 

terpidana sulit dilakukan. Hal ini 

dikarenakan dalam Pasal 48 sampai dengan 

Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang tidak memiliki 

peraturan pelaksanaan. Hal ini secara tidak 

langsung memberikan pengaruh pada upaya 

pemenuhan restitusi yang pelaksanaannya 

tidak secara total. Di samping itu, dalam 

undang-undang tindak pidana perdagangan 

orang mengatur mengenai penggantian 

restitusi dengan pidana kurungan kepada 

pelaku, sehingga implikasinyamemberikan 

celah bagi pelaku untuk lebih menjalani 

pidana kurungan pengganti tersebut. 

  

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan 

sebagaimana telah dikemukakan di atas, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

A. Pengaturan konsep hak restitusi 

terhadap korban TPPO diatur dalam 

pasal 1 ayat 13 dan pasal 48 sampai 50, 

UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. 

Restitusi yang dimaksud adalah 

pembayaran ganti kerugian yang 

dibebankan kepada pelaku berdasarkan 

putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum yang tetap atas kerugian materiil 

dan immaterial yang diderita korban 

atau ahli warisnya. Restitusi juga diatur 

dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban dan UU 

No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM. Ganti kerugian juga diatur dalam 

peraturan nasional lainnya namun yang 
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dapat dituntut hanya kerugian materiil 

saja yaitu pengaturan yang diatur dalam 

KUHAP pasal 98 sampai 101 tentang 

penggabungan perkara pidana dan 

perdata. KUH Perdata yaitu pasal 1365 

sampai 1380 sebagai ganti kerugian 

akibat dari wanprestasi dalam sebuah 

perikatan. 

B. Penerapan konsep hak restitusi atas 

korban TPPO dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia belum dilaksanakan 

sesuai dengan aturan yang ada dalam 

UU TPPO hal ini disebabkan beberapa 

kendala:  

1. Pada tahap penyidikan Polisi tidak 

memasukan restitusi dalam Berita 

Acara Pemeriksaan karena tidak 

semua polisi paham tentang restitusi 

sebagaimana yang diatur dalam 

pasal 48 sampai 50 UU TPPO. 

Sulitnya mengumpulkan bukti bukti 

untuk mengajukan restitusi atas 

kerugian material dan immaterial  

2. Pada tahap Penuntutan, Jaksa tidak 

memohonkan restitusi dalam 

tuntutannya karena tidak ada 

mekanisme/ tatacara pengajuan 

restitusi pada saat pengajuan 

tuntutan maupun petunjuk teknisnya 

serta sulitnya menghitung kerugian 

immaterial bagi korban TPPO,selain 

itu UU PTPPO tidak menyebutkan 

atau menentukan jumlah atau 

besaran restitusi yang dapat 

diajukan atau dimintakan korban ke 

pengadilan, selain itu sulitnya 

mengukur kerugian immaterial bagi 

korban TPPO.  

3. Pada tahap putusan pengadilan 

hakim sulit memutuskan pelaku 

harus memberikan restitusi kepada 

korban TPPO karena karena harta 

yang dimiliki pelaku baik itu barang 

bergerak/tidak bergerak tidak ada, 

sementera UU TPPO membuka 

peluang pilihan hukuman bila 

restitusi tidak dapat diberikan 

pelaku terhadap korban sehingga 

pelaku lebih memilih penambahan 

hukuman 1 tahun penjara daripada 

memberikan restitusi dalam bentuk 

uang. 
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